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BAB V 

Penutup 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua 

kandung dari anak yang tercantum pada akta kelahiran tersebut tidak 

memperoleh kepastian hukum. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh kepastian 

hukum terhadap suatu akta kelahiran maka akta kelahiran tersebut harus 

diterbitkan oleh pejabat administrasi dan telah memenuhi persyaratan tertentu 

sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Di mana akta yang mencantumkan 

orang tua angkat sebagai orang tua kandung tidak dapat memenuhi persyaratan 

yang ada dalam pembuatan akta kelahiran. Persyaratan yang dimaksud adalah 

pemenuhan terhadap surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik 

Bersalin/Bidan Praktek yang membantu persalinan. Hal ini dikarenakan surat 

keterangan tersebut berisikan identitas dan data kelahiran anak, identitas ibu dan 

bapak kandung dari anak yang dilahirkan, identitas yang melakukan pelaporan, 

serta identitas dan keterangan dari dua orang saksi yang membantu proses 

persalinan yang mana identitas orang tua kandung dari anak yang bersangkutan 

harus sama dengan identitas yang tercantum pada dokumen persyaratan 

pembuatan akta kelahiran lainnya sebab identitas tersebut akan dicantumkan 

pada akta kelahiran sehingga apabila pada surat keterangan kelahiran tersebut 

tercantum identitas orang tua angkat maka telah terjadi pemalsuan data terhadap 

identitas orang tua dari anak yang dibuatkan akta kelahiran. Selain itu, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki kewajiban dalam 

menerbitkan akta kelahiran telah menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini 

dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menggunakan 

kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh keterangan dan data yang 

benar, di mana data yang diberikan merupakan data yang menyatakan bahwa 

orang tua angkat merupakan orang tua kandung dari anak yang bersangkutan 

sehingga terjadi penyelundupan asal usul. Maka dapat disimpulkan bahwa akta 

kelahiran yang mencantumkan identitas orang tua angkat sebagai orang tua 

kandung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak 
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sesuai dengan hukum sehingga akta kelahiran tersebut bertentangan dengan 

hukum dan menjadi tidak sah secara hukum. Dengan begitu akta kelahiran 

tersebut tidak dapat mencapai kepastian hukum sehingga identitas, asal usul, 

serta hak – hak yang dimiliki oleh anak yang tercantum pada akta kelahiran 

tersebut tidak dapat dilindungi, yang mana hal ini mengakibatkan akta kelahiran 

tersebut menjadi batal demi hukum. 

 

2. Kedudukan seorang anak angkat yang pada saat pengangkatannya tidak melalui 

prosedur pengangkatan anak namun anak tersebut telah dinyatakan sebagai anak 

sah dari orang tua angkat di dalam akta kelahirannya tidak dapat berkedudukan 

sebagai anak sah maupun sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya. Hal ini 

dikarenakan akta kelahiran anak angkat yang mencantumkan identitas orang tua 

angkatnya sebagai orang tua kandung sehingga menjadi anak sah dari orang tua 

angkatnya dianggap tidak sah secara hukum sehingga tidak mencapai kepastian 

hukum yang menyebabkan akta kelahiran tersebut menjadi batal demi hukum. 

Batalnya akta kelahiran tersebut mengakibatkan akta kelahiran tersebut 

dianggap tidak pernah ada sehingga keadaannya dikembalikan seperti sebelum 

adanya akta kelahiran tersebut. Dengan dikembalikannya keadaan seperti 

sebelum adanya akta kelahiran tersebut maka anak angkat tidak berkedudukan 

sebagai anak sah dari orang tua angkatnya namun kembali berkedudukan sebagai 

anak sah dari orang tua kandungnya. Disamping itu, dengan tidak dilaluinya 

proses pengangkatan anak maka orang tua angkat tidak akan memperoleh 

dokumen pengangkatan anak sehingga orang tua angkat langsung membuat akta 

kelahiran anak angkatnya dengan mencantumkan identitas orang tua angkat 

sebagai orang tua kandung sedangkan dokumen pengangkatan anak sendiri 

merupakan surat yang menandakan bahwa pengangkatan anak telah dilakukan 

sah secara hukum sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kedudukan baru 

bagi anak yang diangkat maka pengangkatan anak dianggap tidak pernah 

dilakukan. Hal ini menyebabkan anak yang diangkat tidak memiliki kedudukan 

baru sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya sehingga orang tua angkat 

tidak memiliki tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan 

anak yang diangkatnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa anak yang 
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diangkat tersebut bukan merupakan anak sah dari orang tua angkatnya 

melainkan anak sah dari orang tua kandungnya sebab akta kelahiran yang 

mencantumkan identitas orang tua angkat sebagai orang tua kandung menjadi 

batal demi hukum serta pengangkatan anak dianggap tidak pernah terjadi 

sehingga tidak menimbulkan kedudukan baru bagi anak yang diangkat, yaitu 

sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya. Di mana hal ini memutuskan 

hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya sehingga anak 

yang diangkat hanya berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua kandungnya 

saja dan tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak 

yang diangkat dikembalikan kepada orang tua kandungnya serta anak yang 

diangkat juga menjadi tidak berkedudukan sebagai anak angkat sehingga tidak 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah dari orang tua 

angkatnya. 

 

5.2. Saran 

1. Apabila sebuah keluarga ingin menjadikan anak orang lain sebagai anak 

angkatnya maka sebaiknya memperhatikan hal – hal apa saja yang harus 

disiapkan dengan melihat pada peraturan perundang – undangan yang ada 

sehingga orang tua angkat dapat memenuhi hak – hak dari anak angkatnya. 

Selain mempersiapkan hal – hal yang diperlukan, dalam mengangkat anak juga 

harus memperhatikan bagaimana proses pengangkatan anak yang sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan sehingga pelaksanaan pengangkatan anak 

dapat memberikan perlindungan secara hukum baik kepada anak angkat maupun 

kepada orang tua angkat serta orang tua kandung dari anak yang diangkat. 

2. Pemerintah sebaiknya tidak hanya mengawasi jalannya pelaksanaan 

pengangkatan anak saja tetapi juga harus dapat mengupayakan praktik 

pengangkatan anak tanpa melalui proses pengangkatan anak yang tercantum 

pada peraturan perundang – undangan tidak terjadi lagi. Pemerintah juga 

sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengangkatan 

anak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan agar masyarakat 

menyadari pentingnya pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. 
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